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“1. Demi Masa 

2. Sungguh, Manusia Berada Dalam Kerugian, 

3. Kecuali Orang-Orang Yang Beriman dan Mengerjakan Kebajikan Serta 

Saling Menasehati Untuk Kebenaran dan Saling Menasehati Untuk 

Kesabaran.” 

-Q.S. Al-Ashr : 1-3- 

“Some are born great, some achieve greatness, and some have 

greatness thrust upon them.” 

-William Shakespeare- 

“Jangan mencoba jalan pintas, Jangan mencoba menentang, Jangan 

coba untuk lari, dan Jangan mencoba untuk menyerah. Lurus, Mengalir, 

Mencoba, dan Berjuang adalah Pengalaman hidup terbaik.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

“Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam 

membentuk Negara Indonesia. 

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang 

berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang 

mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan 

menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.1 

Salah satu bidang hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana 

merupakan Kitab Undang-Undang yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat 

kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum pidana 

adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan berupa: 2 

                                                           
1 R.Soeroso, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38 

2 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1 
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a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang 

dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah direncanakan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. 

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai 

strafbaarfeit. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 

Adapun Pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum.3 

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain 

kehilangan nyawa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak 

pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 

350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa, dan jiwa merupakan unsur dari 

                                                           
3 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm 34 
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kehidupan. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai 

tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang. 

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan 

terdiri dari beberapa jenis, diantaranya4: 

1) Pembunuhan biasa (“Doodslag”). 

Pembunuhan biasa ini sebagaimana biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang 

pada pokoknya berbunyi : 

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum 

karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun” 

2) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (“Moord”). 

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak 

waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak 

untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk 

melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai 

waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang 

bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu 

untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan 

digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya. 

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang pada pokok isinya adalah 

sebagai berikut : 

                                                           
4 R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bandung, hlm 240 
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“Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas 

nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (“moord”), 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 

 

Tindak pidana pembunuhan itu sendiri terdiri dari beberapa norma hukum yang 

terdapat didalam Pasal 340 diatas.5 

1. Norma Hukum Umum dan Individual 

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang 

banyak (addressatnya) umum dan tidak tertentu. Umum disini dapat berarti suatu 

bahwa peraturan itu ditujukan untuk semua orang. Norma hukum ini sering 

dirumuskan dengan, barang siapa, setiap orang, setiap warga negara, dll. 

Umumnya, hukum pidana mengatur tentang norma-norma didalam ranah umum. 

2. Norma hukum umum-konkret 

Adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah 

tertentu. Perumusannya berupa contoh : “setiap orang dilarang untuk membunuh” 

3. Norma Hukum Tunggal dan Norma Hukum Berpasangan6 

1. Norma hukum tunggal 

Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum berdiri sendiri dan tidak 

diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu 

                                                           
5 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, 

Bandung, hlm 26 
6 Ibid, hlm 27. 
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suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah 

laku. Contoh perumusannya: hendaknya engkau berperikemanusian. 

2. Norma hukum berpasangan 

Adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma 

hukum sekunder norma hukum primer. 

a. Norma hukum primer 

Adalah norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana seseorang 

harus berperilaku dalam masyarakat. 

b. Norma hukum sekunder 

Adalah suatu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya 

apabila norma hukum primer itu tidak terpenuhi atau dipatuhi. Norma 

hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak 

mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.  

Sebagai contoh : “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain dihukum 

penjara paling lama 15 tahun”. (Pasal 338 KUHP) 

1. Norma Hukum Primer : “Hendaknya seseorang tidak 

menghilangkan nyawa orang lain.” 
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2. Norma Hukum Sekunder : “Hendaknya seseorang yang 

menghilangkan nyawa orang lain dihukum paling lama 15 tahun 

penjara.” 

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari kejahatan yang direncanakan terlebih 

dahulu (“moord”) ialah : 

a) Perbuatan dengan sengaja ; 

b) Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu ; 

c) Perbuatan tersebut dimaksud untuk menimbulkan matinya orang lain. 

Mengenai Pembunuhan berencana, penulis meneliti satu persatu melalui Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu 

melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (membantu melakukan): 

Pasal 55 KUHP Dirumuskan sebagai berikut : 

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan 

perbuatan itu; 

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 

pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, 
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daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. 

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh 

dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja 

dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. 

 

Pasal 56 KUHP Dirumuskan sebagai berikut : 

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 

2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 

 

‘turut melakukan’ dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’. Sedikit-dikitnya 

harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut 

melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu 

semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari 

peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan 

persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, 
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maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai 

“membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.7 

Mengenai penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” 

harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah 

memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu 

tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang 

diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul 

dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk 

melakukan” (uitlokking). 

Pada Studi ini penulis meneliti 2 (dua) putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim sebagai perbandingan yang memeriksa dan mengadili 

perkara kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, dengan putusan 

pertama sebagai studi kasus dan putusan kedua sebagai pembanding. 

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST 

Dalam putusan ini kejadian bermula pada Senin 3 Maret 2014 saat itu Ade Sara 

berpamitan pada orangtuanya dengan alasan menginap di rumah temannya, di 

Rawamangun, Jakarta Timur. Termasuk izin untuk les bahasa Jerman di Jakarta 

Pusat.Lalu keesokan harinya, Ade Sara Angelina bertemu dengan tersangka 

                                                           
7  R. Soesilo, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bandung, hlm 147 
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Assyifa di dekat Stasiun Kereta Api Gondangdia, Cikini, Menteng, Jakarta 

Pusat.Hal ini diketahui dari informasi teman Ade Sara yang mengatakan Ade 

sempat mengirim pesan memberitahu ia bertemu dengan Assyifa di Menteng. 

Assyifa beralasan mengajak korban berbaikan dengan Hafitd karena mereka 

teman satu SMA. Saat masuk ke mobil Hafitd, Assyifa dan Ade duduk di jok 

belakang, sementara Hafitd di depan.Penganiayaan pun berlanjut, Hafitd 

mengemudikan mobil sambil menyetrum Ade Sara beberapa kali dan memukuli 

korban hingga pingsan.Saat korban pingsan, Assyifa menyumpal mulut korban 

dengan potongan koran. Dan penyebab Ade Sara tewas karena tenggorokannya 

tersumbat koran. Menurut keterangan tersangka, mereka hanya ingin 

menganiaya Ade Sara karena Hafitd yang dulu pernah menjadi kekasih korban 

cemburu karena korban sudah memiliki kekasih baru. Koran yang dipakai 

untuk membungkam korban secara tidak sengaja tertelan oleh korban karena 

Hafitd yang masih mengemudikan mobil menyentrum korban hingga pingsan 

sehingga membuat tisu atau koran tersebut masuk dan menyumbat tenggorokan 

korban.Mengetahui korban tewas, pasangan kekasih ini berputar-putar 

menggunakan mobil mulai dari ke Rawamangun, lalu ke Jakarta Selatan untuk 

mencari lokasi pembuangan mayat. Sampai akhirnya pada hari ketiga mereka 

berputar-putar, hingga akhirnya di Tol Bintara Kota Bekasi, Assyifa membuang 

tas Angelina. Disertai pula membuang jenazah korban di pinggir tol. 

Amar Putusan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST menyatakan Terdakwa 

ASSYIFA RAMADHANI dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
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menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 

diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUH Pidana menjatuhkan pidana  kepada Terdakwa dengan pidana 

penjara selama 20 (dua puluh) tahun; 

 

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim 

Kasus kedua sebagai perbandingan dimana terjadi pembunuhan berencana 

disebuah daerah di Pulomas. Kasus bermula saat Terdakwa Ridwan Sitorus, 

Terdakwa Erwin Situmorang, Terdakwa Alfin Bernius Sinaga, bersama 

Ramlan Butar Butar melakukan pencurian terhadap sebuah rumah yang ada di 

Jl. Pulomas Utara No. 7A Rt. 001 Rw. 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung 

Jakarta Timur. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2016 Terdakwa I 

Ridwan Sitorus, Terdakwa II Erwin Situmorang, Terdakwa III Alfin Bernius 

Sinaga, bersama Ramlan Butar Butar berangkat menuju Jakarta Timur dan 

berhenti di Rawamangun. Kemudian Para Terdakwa bersama Ramlan Butar 

Butar menuju rumah di Jl. Pulomas Utama yang telah disurvey sebelumnya. 

Mereka kemudian menjarah rumah tersebut dan mendapatkan 5 (satu) buah 

Hand Phone (HP), 1 (satu) jam tangan bertali karet warna hitam, dan uang tunai 

Rp. 8.000.000,- (tujuh juta rupiah). 11 orang korban kemudian dikurung 

didalam kamar mandi yang sempit tanpa ada lampu penerangan, tanpa ada 

lubang angin, dan pintu dalam keadaan dikunci dari luar, serta kunci pintu 

kamar mandi tersebut dibawa oleh Ramlan Butar Butar. 
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11 orang atau korban yaitu : Ir. Dody Triyono, Diona Artika Andra Putri, Donita 

Gema Zalfiala, Amelia Putri, Yanto, Tarso, Zaneta, Santi, Fitriyani, Emi dan 

Windi, mereka dimasukan/dikurung menjadi satu di dalam kamar mandi dan 

pintu kamar mandi tersebut dikunci dari luar, dan baru diketahui oleh saksi 

Sheila Putri dan saksi Evan Sanrego Pratama Putra teman dari korban Diona 

Artika Andra Putri  pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 

08.40 WIB yang pada saat itu berkunjung akan menemui korban Diona Artika 

Andra Putri, selanjutnya saksi Sheila Putri dan saksi Evan Sanrego Pratama 

Putra melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian dan ketika kamar mandi 

tersebut dibuka didapatkan 11 orang diantaranya 6 orang meninggal dunia dan 

5 orang masih hidup yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. 

Amar Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim menyatakan amarnya 

sebagai berikut :   

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah  dan meyakinkan 

bersalah  melakukan tindak pidana Kejahatan  “PEMBUNUHAN 

BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” 

Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;   

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena masing-masing:   

I. Ridwan Sitorus, dengan PIDANA MATI; 

II. Erwin Situmorang,  dengan PIDANA MATI; 
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III. Alfin Bernius Sinaga, dengan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP; 

 Setelah melihat kedua putusan tersebut, penulis melihat adanya perbedaan fakta 

dipersidangan. Dalam putusan pertama, penulis melihat bahwa fakta 

dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya niat dari pelaku untuk melakukan 

pembunuhan. Pelaku sendiri mengaku tidak ada niat untuk membunuh korban, 

karena mereka hanya geram dan ingin menganiaya korban saja hingga pingsan. 

Mengenai tisu yang tersangkut di tenggorokan korban, terdakwa mengaku 

menggunakannya agar korban tidak berteriak saat disiksa. 

Berbeda dengan Putusan kedua, para pelaku mengaku tidak ada niatan untuk 

membunuh juga, tetapi mereka dengan sengaja mengunci dan membawa kunci 

kamar mandi tersebut. Hal ini tentu ada unsur kesengajaan dan terencana dalam 

unsur pidana. 

Kesimpulan dari pembahasan diatas, penulis berniat membahas bagaimana 

membuktikan ada atau tidaknya niatan pelaku didalam kedua putusan diatas. 

Dengan mempelajari putusan pengadilan yang membuktikan adanya unsur niat 

membunuh terhadap pelaku pembunuhan, kedepannya kita dapat mengetahui 

bagaimana hakim mengambil keputusan dan bagaimana ancaman hukuman 

terhadap pelaku pembunuhan berencana. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apa yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang 

menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana 

pembunuhan yang direncanakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 

1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Nomor 

490/PID.B/2017/PN.Jkt.Tim ?  

2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara Nomor 

1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST.  telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan 

pemidanaan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan dalam Putusan Pengadilan 

Negeri tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara 

bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara 

Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST.  
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2. Untuk mengetahui dan memahami putusan pengadilan yang menjatuhkan 

pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 

1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST. yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.  

a. Secara teoritis  

1. Menambah wawasan tentang kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh para 

penegak hukum.  

2. Menambah wawasan tentang penerapan KUHP, terutama berkaitan dengan 

tindak pidana pembunuhan berencana.  

3. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.  

 

 

b. Secara praktis  

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus 

diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai KUHP.  
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2. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu 

pengetahuan pada masa yang akan datang.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan 

dengan berencana sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak 

melanggarnya. 

 

E. Kerangka Teori 

Guna menganalisis permasalahan tentang tindak pidana pembunuhan 

berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta 

dipersidangan dalam perkara Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST dan Perkara 

Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim 

1. Teori Pertimbangan Hakim  

a. Pertimbangan Hakim secara Yuridis 

Black’s Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai “the point 

in a case which determines the judgment” atau menurut Barron’s Law 

Dictionary adalah the principle which the case establishes. Pertimbangan 

hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh 

hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus 

perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka 



16 
 

 
 

hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 

dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan 

terdakwa, dan barang bukti.8 

 Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan 

nonyuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 

pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-

Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-

barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan 

pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan 

terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa”.9 

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 

waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 

dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau 

tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, 

serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 

tidak.  Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 

                                                           
8 I.P.M Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 475 
9  Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 212-221 
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hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut 

umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai 

aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang 

ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. 

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 

hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 

memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa 

sudah pernah dipidana sebelumnya (recidivis), karena jabatannya, dan 

menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah 

terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.10 

b. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis 

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan 

putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non 

yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat 

non yuridis yaitu11:  

a. Kondisi diri terdakwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila)  

                                                           
10 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 

Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, 

Jakarta, hlm 73 
11 Lilik Mulyadi, 2001, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm 63 
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b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Setiap perbuatan tindak 

pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan 

untuk dengan sengaja melawan hukum.  

c. Cara melakukan tindak pidana Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut 

terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik 

tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku 

untuk melawan hukum.  

d. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasikan dengan 

melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan 

mengulangi perbuatan tersebut.   

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan sosial 

ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim 

dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah 

melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.  

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam 

dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan 

mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus 

terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan 

hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.  

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan 

yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa 

bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan 

pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna. 
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2. Teori Pemidanaan 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien). 

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori pembalasan. 

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman tanpa ada 

tawar menawar.  Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 

kejahatan. 12  Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk 

pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. 

 

2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien). 

Menurut penulis, teori ini merupakan suatu perlawanan  terhadap teori 

absolut (akan tetapi teori ini bukan menyempurnaan teori absolut) yang hanya 

menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. 

Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud 

hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van 

destraf). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib 

masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana 

ini berbeda-beda: menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.13 

 

3. Teori Gabungan (verenigingstheorien). 

                                                           
12 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 23 
13 Andi Hamza, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi, 

Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34 
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Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut 

dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan penertiban hukum 

masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib 

hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori 

tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga 

bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori 

gabungan teori gabungan yang menitikberatkan penertiban masyarakat, dan 

teori gabungan yang  menyeimbangkan antara pembalasan dan pertahanan 

tertib masyarakat. 

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang 

hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari 

ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.14 Penulis 

dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan 

Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan 

dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang 

berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses 

melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani. 

 

                                                           
14 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 23 



21 
 

 
 

 

 

3. Teori Penyertaan (Deelneming)  

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat 

dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” 

atau hij die ditujukan pada subjek hukum “orang”. Maka jelas bahwa yang dimaksud 

dengan “barangsiapa” adalah orang dan hanya satu.  

Namun kejahatan tidak selalu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat 

dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-

masing pelaku diikat oleh ikatan kerjasama.15 

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran 

umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka 

yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan 

mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun 

mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasiranasir 

peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa 

pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak 

pernah terjadi.16 

                                                           
15 Adami Chazawi, 2014. Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 

67-69 

16 Ibid, hlm. 71. 
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Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk 

turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik 

dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak 

pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, 

perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga 

tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun 

terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-

masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana 

perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah 

pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.17 

Penyertaan atau Deelneming oleh pembentuk undang-undang telah diatur 

dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 

dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau Deelneming semata 

melainkan juga berbicara tentang dader atau pelaku. Adapun dalam Pasal 55 dan 

Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut18: 

           Pasal 55 KUHP Dirumuskan : 

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:  

1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan;  

                                                           
17 Ibid, hlm. 73. 
18 P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm 583  
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2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 

perbuatan.  

3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya 

Pasal 56 KUHP Dirumuskan : 

2.    Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan;  

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 

untuk melakukan kejahatan. 

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa 

menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu19:  

1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 

55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), 

adalah:  

a) Yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pelaku atau 

pleger;  

b) Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut 

dengan penyuruh atau doen pleger;  

c) Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut 

dengan pelaku turut serta atau medepleger  

                                                           
19 Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 

81-82 
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d) Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), orangnya disebut 

dengan penganjur atau uitlokker  

2) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (medeplichtige) 

kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:  

a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan  

b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan. 

 

4. Teori Kesengajaan 

Dalam Memorie Van Toelichting (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai 

mengetahui, dengan dikehendaki atau menghendaki dan mengetahui, dalam arti 

seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja telah mengetahui dan 

menghendaki serta menyadari perbuatan dan akibatnya. Kata sengaja dalam 

Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya 

akibat dari tindak pidana. 20 

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan 

kedalam tiga bentuk, yaitu:  

1) Kesengajaan sebagai maksud (oggmerk).  

                                                           
20 Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13 
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Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi 

tujuan hasil dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai 

tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud pelaku. 

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti.  

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat 

perbuatanya. 21  Misalnya Supra hendak membalas kematian ayahnya, ia 

mengambil keputusan untuk membunuh Pariman (si pembunuh ayahnya) 

dengan cara meledakkan sebuah bom yang dengan sengaja diletakkan dibawah 

rumah Pariman. Supra tahu atau yakin benar bahwa ledakkan itu selain akan 

menewaskan Pariman, juga akan membuat mati istri dan anak-anak Pariman 

yang tinggal bersama-sama dalam rumah itu. Kematian istri dan anak-anak 

Pariman merupakan kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan dengan 

kesadaran pasti. 

3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (Dolus Eventualis).  

Terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya 

tidak sebagai hal yang niscaya akan terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu 

kemungkinan yang pasti. 22  Misalnya: Jono selaku sopir bus antar kota 

mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi, meskipun salah seorang 

penumpang telah memperingatkannya agar hati-hati, ia toh tidak mengurangi 

                                                           
21 Ibid, hlm. 17. 
22 Mahrus Ali, 2001, Dasar-dasar Hukum Pidana,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175 
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kecepatan sehingga pada waktu tikungan, bus tersebut terbalik, yang 

mengakibatkan penumpang Deni meninggal dan beberapa orang luka berat. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya 

ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode 

penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian 

yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis 

Normatif (Legal Research), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran 

koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma 

hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan 

dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk 

mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk 

dicari jawabannya.23 

Melakukan penelitian hukum memiliki berbagai macam pendekatan yang 

dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan undang-undang digunakan  untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

undangundang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar 

atau antara regulasi dan undang-undang.24 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, serta peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 

                                                           
23 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm 

47 
24 Ibid, hlm. 133. 
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dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 

argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.25 

Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan melakukan telaah 

pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus 

yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah 

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan 

sebagai argumentasi dalam memecahkan isu  hukum yang dihadapi. 

3. Sumber Bahan Hukum  

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis 

yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis 

bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan 

hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis 

dalam skripsi ini meliputi26: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

                                                           
25 Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit. 

26 Ibid, hlm. 180. 
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perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.27 

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan 

dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu:  

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;  

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST; 

5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim; 

 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal 

jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. 28  Sumber bahan 

hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku 

literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas.  

                                                           
27 Ibid, hlm. 181. 
28 Ibid, hlm. 196.                                               
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Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk 

memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan 

hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber yaitu Hakim atau pihak 

pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum normatif, wawancara 

dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data 

sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena 

wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk 

memperjelas bahan hukum primer. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam 

penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku – buku, dokumen resmi, 

publikasi dan hasil penelitian. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensiinferensi yang dapat 

ditiru (replicable) dan kebenaran data atau bahan hukum dengan melihat konteksnya. 

Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan 

hukum). Menurut Soerjono Soekanto, content analysis sebuah teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan obyektif 

karakteristik khusus ke dalam sebuah teknik29 

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik 

kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis bahan 

hukum dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Secara luas Metode induktif yaitu metode yang menggunakan pendekatan cara 

berpikir induktif yaitu cara berpikir dengan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus 

atau partikular kemudian digeneralisasikan dan dijadikan sebagai kesimpulan atas 

beberapa kasus-kasus partikular lain yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu.  30

                                                           
29  Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III, UI Press, Jakarta, hlm. 5 
30 Mardalis, 2004, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Askara, Jakarta, hlm 21 
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